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Ketentuan usia minimal wali nasab menurut pasal 18 PMA No. 11 Tahun 

2007 tentang Pencatatan Nikah adalah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. 

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seorang wali nasab yang ingin menjadi 

wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah: (1) laki-laki 

(2) beragama Islam (3) baligh, berumur sekurangkurangnya 19 tahun (4) berakal 

(5) merdeka (6) dapat belaku adil. Syarat-syarat wali nasab tersebut adalah biasa: 

sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat 

Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan 

mengenai syarat baligh. Yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi 

ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan 

hukum positif di Indonesia. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batas 

usia baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan menurut Pasal 18 

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Metode penelitiannya adalah 

metode penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan datanya dengan metode 

penelitian Library Reseach (penelitian kepustakaan). 

Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 

Tahun 2007 ini menetapkan usia wali nasab menurut ketentuan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah baligh, sekurang-kurangnya 19 tahun, 

seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali 

nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan 

berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun. Nampaknya 

Persyaratan ini berbeda dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. Dimana dalam Undang-Undang ini menetapkan, anak yang sudah 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sudah dianggap sebagai anak dewasa 

dan mampu berdiri sendiri. Kedua, Dalam hukum Islam, Batasan baligh tidak 

ditentukan secara terperinci didalam Al-Qur’an maupun Hadits. Ijtihad yang 

digunakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah 

penggabungan antara Ijtihad Intiqa’i dan Ijtihad Insya’i. Dikatakan menggunakan 

Ijtihad Intiqa’i karena menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu. Yaitu, 

dengan lebih memilih pendapat ulama mazhab Hanbali dan Syafi’i. Dikatakan 

menggunakan Ijtihad Insya’i karena ia menambahkan unsur-unsur Ijtihad baru ke 

dalam pendapat mazhab Hanbali tersebut, yakni batasan definitif usia rusyd, yang 

berupa syarat umur wali nasab sekurang-kurangnya 19 tahun. 


